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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

	

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti cantumkan pada pada bab 

sebelumnya, peneliti membuat kesimpulan berdasarkan rumusan masalah sebagai 

berikut: 

 

Pelaksanaan Penataan dan Pemberdayaan PKL pada Area Pasar Sumedang 

Kota oleh Dinas Terkait 

Pelaksanaan penataan PKL sebagaimana yang dimaksud dalam Perbup masih 

belum berjalan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan pelaksanaan penataan PKL 

yang meliputi pendataan PKL, pendaftaran PKL, pemindahan lokasi PKL, 

penghapusan lokasi PKL dan peremajaan lokasi PKL belum sepenuhnya 

dilakukan. Dalam pelaksanaan penataan PKL berupa pendataan, Diskoperindag 

selama ini hanya melakukan pendataan terhadap identitas PKL dan jenis usaha 

saja. Diskoperindag selama ini tidak melakukan pendataan terhadap modal usaha, 

lokasi usaha, dan jenis tempat usaha. 

Selanjutnya yaitu pelaksanaan penataan PKL berupa pendaftaran juga belum 

sepenuhnya dilakukan. Dari jumlah 721 PKL yang terdata oleh Diskoperindag 

Kabupaten Sumedang, tercatat hanya 47 PKL yang mendaftarkan usaha mereka 

ke Diskoperindag melalui Kelurahan. 
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Lalu pelaksanaan penataan PKL terakhir berupa pemindahan lokasi PKL yang 

mencakup penghapusan dan peremajaan lokasi PKL sama sekali belum berhasil 

dilakukan. Pasalnya, lokasi binaan yang diperuntukkan sebagai lokasi untuk 

berdagang para PKL baru selesai dibangun pada akhir tahun 2017 dan baru bisa 

digunakan pada pertengahan 2018. Hal ini yang menyebabkan para PKL ini 

kemudian menjadi sulit untuk dipindahkan. 

Selanjutnya, pelaksanaan pemberdayaan PKL sebagaimana yang dimaksud 

dalam Perbup sama sekali belum dilaksanakan. Hal ini dikarenakan 

pemberdayaan PKL baru akan dilaksanakan setelah penataan PKL pada area Pasar 

Sumedang Kota telah berhasil dilaksanakan. Selama ini belum pernah ada upaya 

Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam menggandeng kemitraan dengan dunia 

usaha maupun kerjasama yang dilakukan antar daerah dalam rangka 

melaksanakan pemberdayaan PKL sebagaimana yang dimaksudkan dalam 

Perbup.  

 

Kaitan Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi 

Terhadap Pelaksanaan Penataan dan Pemberdayaan PKL pada Area Pasar 

Sumedang Kota 

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa pelaksanaan 

penataan PKL sebagaimana yang dimaksud dalam Perbup masih belum berjalan 

dengan baik. Dalam pelaksanaan penataan PKL berupa pendataan PKL, 

Diskoperindag hanya melakukan pendataan terhadap identitas PKL dan jenis 

usahanya saja. Hal tersebut dikarenakan Diskoperindag tidak memiliki 
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sumberdaya yang memadai yaitu ketidak tersediaannya staf yang dikhususkan 

untuk melakukan pendataan terhadap PKL yang berada di Kabupaten Sumedang. 

Selama ini, Diskoperindag hanya mengandalkan data yang diberikan oleh 

Paguyuban PKL Pasar Sumedang Kota yang mana bukan merupakan bagian dari 

Pemerintah Kabupaten Sumedang. Selain itu juga kecenderungan sikap yang 

ditunjukkan oleh pihak Diskoperindag dalam melakukan pendataan langsung 

terhadap PKL menunjukkan sikap penolakan. Pihak Diskoperindag cenderung 

tidak menyukai/menolak terhadap tugas pendataan langsung ke lapangan. Maka 

dari itu mereka hanya mengandalkan data yang didapatkan dari Paguyuban Pasar 

Sumedang Kota. 

Berikutnya, dalam pelaksanaan penataan PKL berupa pendaftaran pun 

pelaksanaannya masih sangat buruk. Dari sebanyak 721 PKL yang terdata, hanya 

sebanyak 47 PKL yang mendaftarkan usahanya ke Diskoperindag melalui 

Kelurahan. Hal ini disebabkan oleh komunikasi dan informasi yang diberikan oleh 

Diskoperindag terkait dengan pendaftaran usaha PKL untuk mendapatkan TDU 

(Tanda Daftar Usaha) masih belum jelas dan konsisten diberikan. Hal ini yang 

menyebabkan kebanyakan PKL di area Pasar Sumedang Kota tidak mengetahui 

bahwa mereka harus mendaftarkan usahanya ke Diskoperindag melalui 

Kelurahan. 

Yang terakhir dalam pelaksanaan penataan PKL yaitu berupa pemindahan 

lokasi PKL yang mencakup penghapusan dan peremajaan lokasi PKL masih 

belum sama sekali terlaksana. Hal ini berkaitan dengan ketidaktersediaannya 

sumberdaya penunjang berupa fasilitas fisik yaitu lokasi binaan bagi PKL 
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tersebut. Pasar Inpres Sumedang yang mana merupakan lokasi binaan untuk PKL 

pada area Pasar Sumedang Kota baru selesai dibangun tahun 2017, dan baru bisa 

digunakan pada awal pertengahan tahun 2018. Sumber daya lainnya berupa 

anggaran pun menjadi kendala bagi Diskoperindag, Satpol PP, dan Dinas PUPR 

dalam upaya pemindahan/relokasi PKL ke tempat yang baru tersebut. Menurut 

informasi yang diberikan oleh pihak Diskoperindag dan Satpol PP terkait 

pemindahan lokasi PKL, anggaran yang dianggarkan selama ini tidak mencukupi 

kebutuhan di lapangan, khususnya untuk perihal penertiban yang dilaksanakan 

oleh Satpol PP. Hal yang kemudian menjadi permasalahan dalam penataan lokasi 

PKL ini adalah berkaitan dengan disposisi berupa sanksi yang hingga saat ini 

tidak diberlakukan. Sehingga PKL liar yang berjualan di area Pasar Sumedang 

Kota tidak pernah diberikan denda secara administratif agar mereka jera. 

Sedangkan dalam hal pelaksanaan pemberdayaan yang dilakukan oleh 

Dinas terkait terhadap PKL yang berada pada area Pasar Sumedang Kota 

nyatanya sama sekali belum terlaksana. Pihak Diskoperindag menyatakan bahwa 

pelaksanaan pemberdayaan PKL baru akan bisa dilaksanakan ketika penataan 

PKL telah berhasil sepenuhnya dilakukan. Pihak Diskoperindag pun 

menambahkan bahwa pemberdayaan terhadap PKL tidak bisa dilakukan saat ini 

karena mereka sama sekali tidak memiliki sumber daya yang diperlukan untuk 

melakukan pemberdayaan tersebut, mulai dari sumber daya manusia, anggaran, 

hingga fasilitas fisik. Informasi mengenai pemberdayaan pun sama sekali tidak 

diketahui oleh PKL pada area Pasar Sumedang Kota.  

 



	

	

95	

6.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dituliskan di atas, peneliti memberikan 

saran sebagai berikut: 

Pemerintah Kabupaten Sumedang melalui Dinas terkait yang membidangi 

urusan PKL perlu melaksanakan seluruh kegiatan penataan PKL pada area Pasar 

Sumedang Kota secara lengkap dan rinci, mulai dari;  

(1) Melaksanakan pendataan secara langsung dan rutin yang meliputi pendataan 

identitas PKL, jenis usaha, lokasi usaha, modal usaha, dan jenis tempat usaha. 

Pendataan ini sangat penting dilakukan agar data rinci yang terkumpul bisa 

dijadikan sebagai acuan untuk pengendalian jumlah PKL di area Pasar 

Sumedang Kota. 

(2) Memberikan informasi secara jelas dan konsisten mengenai pendaftaran PKL 

agar para PKL mendaftarkan usahanya ke Kelurahan/Diskoperindag untuk 

mendapatkan TDU (Tanda Daftar Usaha). Hal ini juga akan mampu 

mengurangi jumlah PKL pada area Pasar Sumedang Kota karena salah satu 

persyaratan untuk mendapatkan TDU adalah PKL yang berjualan harus 

memiliki KTP Kabupaten Sumedang. 

(3) Memberlakukan sanksi secara tegas bagi para PKL yang tidak mau direlokasi 

ke lokasi binaan yang telah diperuntukkan oleh Bupati Sumedang.  

(4) Melakukan kemitraan dengan dunia usaha dalam perihal penataan maupun 

pemberdayaan PKL pada area Pasar Sumedang Kota. Hal ini dilakukan agar 

Pemerintah Kabupaten Sumedang tidak menanggung beban sendiri dengan 

menggandeng dunia usaha. 
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